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Menimbang : a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Lingkungan Hidup
Strategis wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan dan
evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional;

bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan tertib
pelaksanaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan  Nasional/Kepala Badan Perencanaan
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Mengingat

Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 t entang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
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7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN
2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang
sistematis, @ menyeluruh, dan  partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
nasional dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN
tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun pada tahun 2020-2024.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

Sektor Prioritas adalah sektor yang menunjang
pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, yaitu
industri, energi, transportasi, pertanian, perikanan, dan
kehutanan.

Model KLHS yang selanjutnya disebut Model adalah alat
analisis nonspasial dan spasial yang digunakan untuk
memperkirakan dampak dari kebijakan, rencana
dan/atau program di Sektor Prioritas terhadap aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam kurun

waktu tertentu.
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BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN
tahun 2020-2024;

b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS
untuk RPJMN tahun 2020- 2024;

c. penyelenggara KLHS untuk RPJMN tahun 2020-
2024;

d. pemantauan dan evaluasi KLHS untuk RPJMN
tahun 2020-2024; dan

e. pendanaan penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN
tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan

bagi Kementerian Perencanaan dalam penyelenggaraan

KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengintegrasikan

prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen

rencana, program, dan/atau kegiatan yang tertuang

dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Pasal 3

Penyelengaraan KLHS untuk RPJMN 2020-2024 dilakukan

dengan tahapan:

a.

pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun
2020-2024; dan
penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS untuk

RPJMN tahun 2020-2024.
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